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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG  

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh 

Bendahara perlu mendapat penyelesaian, agar Negara 

tidak mengalami kerugian; 

  b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, belum 

memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan penyelesaian 

kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kerugian 

Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian 
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5131); 

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

8. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 

Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN 

KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA 

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

2. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk 

dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan 

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga. 

3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional untuk menangani penyelesaian kerugian negara 

yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 
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4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi yang 

selanjutnya disebut Tim PKN Provinsi adalah Tim Ad Hoc 

yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional untuk membantu menangani 

penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 

Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas 

pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan 

yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan 

bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas 

kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti 

kerugian negara dimaksud. 

8. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGK 

adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara 

dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai sehingga baik secara langsung atau tidak 

langsung negara mengalami kerugian.  

9. Surat Keputusan Pembebasan yang selanjutnya disebut 

SKPbs adalah surat keputusan tentang pembebasan 

kepada seseorang dari kewajiban untuk mengganti 

kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang 

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara. 

10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang 

selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang 
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dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional tentang pembebanan 

penggantian sementara atas kerugian negara sebagai 

dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 

11. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya 

disingkat SKP adalah surat keputusan tentang 

pembebanan kepada seseorang yang mempunyai 

kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian 

kerugian negara, dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh 

Bendahara. 

12. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang 

selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk 

mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas 

tuntutan penggantian kerugian negara. 

13. Perhitungan Ex-officio adalah perhitungan 

perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh 

bendahara, tetapi oleh petugas/pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran (Kepala 

Kantor/Satuan Kerja) setempat. 

14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang.  

16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi 

vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Menteri. 


